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This research examines the influence of amendments to the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia on changes in the 
structure of legislative institutions, especially the Regional 
Representative Council (DPD), with the aim of understanding their 
function, authority and position in the Indonesian constitutional 
system. This research uses normative legal methods with a statute 
and political approach, as well as descriptive analysis of secondary 
data which includes primary, secondary and tertiary legal 
materials. The research results show that although the DPD has a 
legislative function, its role and authority in the law formation 
process is still limited and tends to be treated as a complement 
compared to the People's Representative Council (DPR) and the 
President. Even though the DPD plays an important role in voicing 
regional interests, its presence in the legislative function needs to 
be strengthened so that it can contribute more significantly to a 
more inclusive and democratic Indonesian constitutional system. 
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Setiap daerah memiliki 
karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan tantangan dalam integrasi nasional dan 
pemerataan pembangunan. Reformasi ketatanegaraan dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 telah memberikan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia, khususnya dalam hal representasi 
daerah di tingkat pusat melalui pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Pasal 22D Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD memiliki tugas, wewenang, dan fungsi yang berkaitan erat dengan kepentingan 
dan aspirasi daerah. Salah satu fungsi utama DPD adalah fungsi legislatif, yang sejajar dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR dan 
Presiden. Namun, dalam praktiknya, peran DPD dalam proses legislasi sering kali dianggap terbatas dan kurang berpengaruh 
dibandingkan dengan DPR.[1] 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai temuan yang menunjukkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam 
proses legislasi di Indonesia masih belum optimal. Dzulfikar (2022) menyatakan bahaDPD sering kali hanya berfungsi sebagai 
pelengkap dalam sistem bikameral Indonesia, sehingga perannya tidak maksimal dalam menyuarakan kepentingan daerah.[2] 
Salman (2022) mengungkapkan bahwa DPD menghadapi banyak hambatan dalam mengajukan RUU yang berkaitan dengan 
kepentingan daerah karena kurangnya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.[3] Felicia (2020) menyoroti 
ketidakseimbangan kekuasaan antara DPR dan DPD dalam fungsi legislasi, yang menyebabkan DPD tidak mampu 
merealisasikan kepentingan daerah secara efektif.[4] Arjuna (2024) menekankan pentingnya memperkuat peran DPD dalam 
proses legislasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.[5] Tinambunan (2019) 
menyimpulkan bahwa meskipun DPD memiliki potensi besar untuk memperjuangkan aspirasi daerah, keterbatasan dalam 
fungsi legislasi menghambat kontribusinya dalam pengambilan keputusan nasional.[6] Berdasarkan temuan-temuan ini, 
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran, tugas, dan wewenang DPD dalam ketatanegaraan Indonesia, serta 
memberikan rekomendasi untuk memperkuat posisi dan fungsi DPD dalam sistem legislatif nasional. 
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Penelitian terdahulu umumnya menyoroti peran dan fungsi DPD dalam proses legislasi tanpa memberikan solusi konkret untuk 
memperkuat posisi DPD. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis lebih mendalam struktur 
kewenangan DPD serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran DPD dalam sistem bikameral 
Indonesia. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, tugas, dan wewenang DPD dalam proses legislasi serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang menghambat kontribusi DPD dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
memberikan rekomendasi konkret dalam memperkuat posisi DPD agar lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan 
daerah. 
 
Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis, di 
mana setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional. Dengan 
memperkuat peran DPD dalam proses legislasi, diharapkan dapat tercipta keseimbangan kekuasaan yang lebih adil antara pusat 
dan daerah, sehingga pembangunan dapat merata dan aspirasi daerah dapat terakomodasi dengan lebih baik. Penelitian ini 
juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap reformasi ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam hal 
representasi daerah di tingkat pusat. 
 
2. KAJIAN LITERATUR 
Fungsi Legislasi 
Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama lembaga legislatif dalam suatu negara, yang bertanggung jawab untuk membuat, 
merumuskan, dan menetapkan undang-undang. Menurut Black’s Law Dictionary, legislasi adalah proses pembuatan hukum 
oleh badan legislatif yang sah. Finer (2014) menegaskan bahwa fungsi legislasi meliputi seluruh proses mulai dari pengajuan, 
pembahasan, hingga pengesahan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur kehidupan bernegara. 
Fungsi ini tidak hanya terbatas pada pembuatan undang-undang baru, tetapi juga mencakup amandemen atau pencabutan 
undang-undang yang sudah ada. Di Indonesia, fungsi legislasi dilakukan oleh tiga lembaga utama: Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden.[7] 
 
Dewan Perwakilan Daerah 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 
dibentuk sebagai hasil dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPD terdiri dari 
perwakilan setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Pasal 22D UUD 1945, DPD memiliki fungsi untuk 
mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, 
pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Pandangan ini diperkuat oleh Widjaja (2015) yang menyatakan bahwa DPD berfungsi sebagai 
wadah bagi aspirasi daerah untuk disuarakan di tingkat nasional, memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan kepentingan daerah, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah.[8] 
 
Ketatanegaraan di Indonesia 
Ketatanegaraan di Indonesia merujuk pada sistem dan struktur pemerintahan yang diatur oleh konstitusi, yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketatanegaraan mencakup pembagian kekuasaan antara eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Asshiddiqie (2012), sistem 
ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hak 
asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada periode reformasi telah membawa 
perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pembentukan DPD sebagai salah satu lembaga 
legislatif yang bertugas untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.[9] 
 
Integrasi Konsep-konsep Tersebut dalam Konteks Indonesia 
Integrasi dari ketiga definisi tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran DPD dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Fungsi legislasi DPD, yang merupakan bagian dari tugas utama lembaga legislatif, bertujuan untuk 
memastikan bahwa kepentingan daerah diperhitungkan dalam proses pembuatan undang-undang. Ketatanegaraan Indonesia, 
yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah, memberikan kerangka hukum dan institusional bagi 
DPD untuk menjalankan fungsinya. Namun, meskipun DPD memiliki peran yang jelas dalam konstitusi, dalam praktiknya 
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terdapat tantangan dan keterbatasan yang menghambat efektivitasnya, seperti ketidakseimbangan kekuasaan antara DPD dan 
DPR serta keterbatasan kewenangan DPD dalam proses legislasi.[10] 
 
Dengan demikian, memahami kedudukan dan fungsi legislasi DPD dalam ketatanegaraan Indonesia adalah penting untuk 
mengidentifikasi area-area yang memerlukan reformasi dan penguatan, sehingga DPD dapat lebih efektif dalam 
memperjuangkan kepentingan daerah dan berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih adil dan merata. Penelitian 
lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana peran DPD dapat diperkuat dan diintegrasikan secara lebih efektif 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
 
3. METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis bahan/data sekunder yang mencakup 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan 
dan putusan pengadilan yang memiliki sifat otoritatif,[11] seperti UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum terkait, 
jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian yang sudah ada, yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum 
primer. Bahan hukum tersier, seperti media internet, digunakan sebagai penunjang untuk mendapatkan arahan tambahan 
serta konteks yang relevan. 
 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan politis. 
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa seluruh undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang 
diteliti, sementara pendekatan politis menganalisis pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi 
masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan terkait. Proses analisis data ini melibatkan pengorganisasian bahan ke dalam struktur yang logis dan 
sistematis, memungkinkan penarikan kesimpulan yang bermakna dan relevan untuk isu hukum yang diteliti.[11] 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Reformasi yang terjadi pada lembaga legislatif di Indonesia membawa perubahan signifikan, terutama dalam transisi dari 
sistem unikameral ke sistem bikameral. Sistem unikameral sebelumnya menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
sebagai lembaga tertinggi negara, atau biasa disebut supremasi MPR. Namun, dengan adanya reformasi, sistem 
ketatanegaraan Indonesia berubah menuju sistem bikameral. Perubahan ini diimplementasikan dengan mengubah komposisi 
keanggotaan MPR yang kini terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
yang semuanya dipilih melalui pemilihan umum. [12] Reformasi ini merupakan wujud dari konsep check and balances, 
mengubah sistem ketatanegaraan dari yang sebelumnya dipimpin oleh MPR sebagai lembaga tertinggi menjadi beberapa 
lembaga tinggi negara dengan kedudukan yang setara.[13] 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari banyak daerah yang terpisah dengan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini 
memerlukan sebuah wadah di tingkat pusat yang dapat menyatukan dan memperjuangkan kepentingan setiap daerah yang 
diwakilinya. Wadah ini berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan antara pusat dan daerah, sehingga kepentingan 
pusat dan daerah dapat diselaraskan. Dengan adanya amandemen UUD 1945, terbentuklah kamar kedua dalam sistem 
perwakilan di Indonesia, yaitu DPD. DPD merupakan hasil dari perubahan ketiga UUD 1945 dan berfungsi sebagai dewan 
perwakilan tiap provinsi yang ada di Indonesia. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, menandai babak baru dalam 
proses demokratisasi Indonesia. 

DPD dibentuk dengan tujuan untuk lebih mengembangkan rasa demokrasi di Indonesia. Kehadirannya memberikan wadah bagi 
aspirasi daerah agar dapat disuarakan dalam sistem ketatanegaraan. Dengan perubahan ini, sistem perwakilan dan parlemen 
Indonesia yang awalnya unikameral menjadi bikameral. Artinya, dengan dibentuknya DPD, Indonesia memasuki era baru dalam 
proses demokratisasi yang lebih inklusif. Pembagian kamar antara DPD dan DPR memberikan makna formal terkait perbedaan 
keduanya. Konstitusi dan berbagai aturan turunannya menjelaskan bahwa susunan DPD terdiri dari wakil-wakil provinsi yang 
dipilih melalui pemilihan umum. [14]Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah adalah bagian dari lembaga negara 
yang terstruktur dalam ketatanegaraan Indonesia.[15] 

Tugas dan wewenang DPD sebagai lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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Beberapa tugas utama DPD termasuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.[16][17] DPD juga ikut membahas RUU yang berkaitan dengan 
kepentingan daerah dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain 
itu, DPD memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah dan hubungan 
pusat-daerah.[18] 

 

Meskipun DPD memiliki berbagai tugas dan wewenang, keberadaannya selalu terkait erat dengan DPR. Tugas dan wewenang 
DPD tidak bisa diselesaikan secara internal sendiri dan memerlukan bantuan lembaga negara lainnya, terutama DPR. Dalam hal 
fungsi legislasi, DPD akan selalu bermuara kepada DPR sebagai pelaksana utama fungsi tersebut. [19]Ketika menilai hubungan 
antara DPD, DPR, dan Presiden dalam fungsi legislasi, konstitusi tidak memberikan wewenang kepada DPD untuk menolak atau 
mengubah RUU yang telah disetujui oleh Presiden dan DPR.[20] Selain itu, DPD juga tidak memiliki kewenangan dalam hal 
penundaan pengesahan RUU yang telah disetujui oleh Presiden dan DPR.[21] 

Kesempatan DPD untuk lebih terlibat dalam pembahasan RUU terutama terdapat pada frasa "ikut membahas" yang terdapat 
dalam Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945. Namun, jika dibandingkan dengan DPR dan Presiden, frasa ini menunjukkan bahwa DPD 
lebih sebagai pelengkap dalam fungsi legislasi. Peran DPD dalam fungsi legislasi, khususnya RUU tertentu, sering kali dianggap 
sebagai co-pembahas karena pembahas utamanya adalah Presiden dan DPR. Dalam proses pembahasan RUU, keterlibatan DPD 
biasanya hanya pada tahap awal saja. Setelah tahap pembahasan awal, DPD tidak lagi terlibat dalam proses pembahasan lebih 
lanjut dan pengambilan persetujuan bersama yang dilakukan oleh Presiden dan DPR.[22][23] 

Meskipun demikian, diharapkan DPD mampu memberikan kontribusi dalam menyuarakan kepentingan daerah, meskipun 
perannya dalam parlemen tidak setajam DPR dan Presiden. Kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem 
ketatanegaraan yang sentralistik. Namun, dengan kewenangan yang terbatas dalam fungsi legislasi, DPD sering kali dianggap 
hanya sebagai aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan.[24] Hal ini terlihat dari pasal-pasal yang mengatur kewenangan 
DPD dalam fungsi legislasi, yang sangat terasa diskriminatif dengan ekspektasi masyarakat bahwa DPD dapat ikut serta secara 
luas dan kompetitif dalam proses legislasi.[25] 

Sistem perwakilan dua kamar (bikameral) yang dianut dalam komposisi lembaga perwakilan di Indonesia dapat dikategorikan 
sebagai sistem bikameral lunak (lemah), di mana kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan dibandingkan dengan kamar 
lainnya. DPD, yang seharusnya menjadi penyeimbang DPR dalam fungsi legislasi, sering kali hanya dianggap sebagai aksesori 
saja. Hal ini terlihat dari kewenangan fungsi legislasi DPD yang sangat terbatas.[26] Kewenangan yang terbatas tersebut 
menyebabkan DPD hanya berfungsi sebagai formalitas konstitusional saja. Dalam fungsi legislasinya, DPD hanya diberi 
kesempatan untuk mengusulkan RUU tertentu saja dan ikut membahasnya pada tahap pembahasan awal tanpa ikut dalam 
proses pengambilan keputusan.[27] 

Untuk meningkatkan efektivitas DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diperlukan reformasi lebih lanjut yang 
memperkuat peran dan kewenangan DPD. Reformasi ini harus mencakup peningkatan kewenangan DPD dalam fungsi legislasi, 
sehingga dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dengan 
demikian, DPD dapat berfungsi sebagai penyeimbang yang efektif terhadap DPR, dan bukan hanya sebagai pelengkap. Selain 
itu, peningkatan keterlibatan DPD dalam proses pengambilan keputusan akan membantu menciptakan sistem pemerintahan 
yang lebih inklusif dan demokratis, yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh daerah di Indonesia.[28][29][30] 

Meskipun DPD memiliki potensi besar untuk memperjuangkan aspirasi daerah, peran dan kewenangannya dalam fungsi 
legislasi masih terbatas dan perlu diperkuat. Reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas DPD akan membantu 
menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih adil dan merata, di mana setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk 
menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional. Dengan demikian, diharapkan bahwa DPD dapat berkontribusi lebih 

signifikan dalam pembangunan nasional dan memperkuat demokrasi di Indonesia. 

5. KESIMPULAN 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa reformasi ketatanegaraan di Indonesia, khususnya melalui perubahan dari sistem 
unikameral ke sistem bikameral, telah memberikan dasar yang lebih demokratis untuk representasi daerah melalui 
pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD berperan penting dalam menyuarakan kepentingan daerah dan ikut serta 
dalam proses legislasi. Kekuatan utama penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang peran, tugas, dan wewenang 
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DPD, serta bagaimana konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengatur hubungan antara DPD, DPR, dan Presiden 
dalam fungsi legislatif. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya DPD sebagai wadah demokrasi yang 
mengakomodasi aspirasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang inklusif dan berimbang. 

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Pertama, analisis yang dilakukan terutama bersifat kualitatif dan berbasis 
pada bahan hukum sekunder, sehingga tidak menyertakan data empiris yang dapat memberikan gambaran lebih konkret 
tentang efektivitas DPD dalam praktik. Kedua, meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi kekurangan dalam peran 
legislasi DPD, rekomendasi yang diberikan mungkin memerlukan validasi lebih lanjut melalui studi empiris yang lebih 
komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi lebih lanjut untuk memperkuat peran dan 
kewenangan DPD dalam fungsi legislatif, agar DPD dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pengambilan keputusan nasional 
dan memastikan kepentingan daerah terakomodasi dengan baik dalam proses legislasi. 
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